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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BITUNG, 

 

Menimbang 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Mengingat 

: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
: 

a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran 
dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan 

dan program pembangunan kepala daerah telah 
diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021; 

 

b. bahwa penetapan Peraturan Daerah Kota Bitung 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan 

sebelum penetapan Peraturan Daerah Kota Bitung 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung, sehingga 
perlu dilakukan penyesuaian dokumen rencana 

pembangunan daerah;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021; 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3421); 
3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 



 

 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
5.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2011   
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5941); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 



 

 

Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-
2025; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034; 
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 
2015-2019; 

19. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kota Bitung Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung 
Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung 

Tahun 2013 Nomor 11); 
21. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Bitung Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 5); 
22. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung 
Tahun 2016 Nomor 8); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG 

 

DAN 
 

WALIKOTA BITUNG 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 5 TAHUN 

2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 
MENENGAH DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016-2021. 

 
 

Pasal I 

 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 5) 
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung. 
         



 

 

 

 
ON HUMIANG, M.S 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diundangkan di Bitung 
Pada tanggal  6 Maret 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG, 

 
                   
                  ttd 

 
 

AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN 

 
 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2018 NOMOR  6 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA 

(1/2018) 
 

 
 

 

Ditetapkan di Bitung 
Pada tanggal 6 Maret 2018 

 
WALIKOTA BITUNG, 

 
              ttd 

 
 
MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN 

 


